MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 401TAHUN 2014
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN
JAMINAN SOSIAL WAJIB GOLONGAN POKOK ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 26

Mengingat

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan
Keputusan Menteri tentang  Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan
Bencana;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;

S. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

l. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar
Kompetensi  Kerja Nasional Indonesia Kategori
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Bidang Penanggulangan Bencana yang disclenggarakan
tanggal 23 September 2014 bertempat di Jakarta;

b

. Surat Sekretaris Utama Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor B.1227/BNPB/SU/
HK-KS/09/2014 tanggal 23 September 2014 tentang
Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Penanggulangan
Bencana;

MEMUTUSKAN:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan  Sosial Wajib  Bidang
Penanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional
dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya
ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5
(lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,




